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INTISARIT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
wegagalan pelaksanaan mist organisast dalam mencapar sasaran dan tujuan yang
izlah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang
digunakan instansi  pemerintah dalam  memenuhi  kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan
kinerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana: (1). Kinerja
srgznisasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo ; (2).

Scizuh mana Inpres No. 7 Tahun 1999 mempengaruhi kinerja Dinas Sosml

enaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo. Metode yang digunakan pada

an i merupakin penelition kualitan . Metode kualitatif adalah metode

an vang digunakan untuk menchite pada kondise obyek vang aliane (natural)
Svmana penchitt berfungsi sebagai instrumen kunct .

Hasil penelitian berdasarkan jumlah responden dan tingkat pendidikan
menunjukkan bahwa sebahagian besar (61,54 persen) responden menyatakan
szhwa mereka mengetahui tentang adanya Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999,
wedangkan vang kurang mengetahui sebesar 23,08 persen dan tidak ada seorang

en pun yang menyatakan tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa secara
womem zparat yang terkait dengan I[nstruksi Presiden No. 7 tahun 1999 telah
memgetzhul adanya program pemerintah yang berkaitan peningkatan kualitas
meloenz di instansi tersebut.

Implementasi Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
“omenz Instansi Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kerja Staf di

=zxungan Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
s.zoupaten Karo termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa Peningkatan
fuziizs Kera Staf di kantor tersebut telah berjalan efektif atau berhasil
eoezzmzna diharapkan, dan peningkatan kinerja juga sangat baik. Hambatan
sz vang mastih ditemukan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kerja adalah :

Seclum memiliki sasaran stratejik yang spesifik, jelas dan terukur ; (2). Belum
mem i secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran
smwekmvz ; (3) Belum secara terbuka menetapkan target kinerja sebagai bentuk

cpanisas bage pencapaian ke vang, optimal (1), Belum
sistem pengumpulan data kinerja,

Lo wancs - kimerja organisasi, kepemimpinan, buduaya organisusi.,
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ABSTRACT

Governmental Akuntabilitas Institution Performance of  obligation
materialization of governmental institution to justify of success and organizational
==ss1on execution failure in reaching target which have been specified with the
r=sponsibility system periodical. System of Akuntabilitas performance institution
= fulfilling obligation to justify the and success failure in organizational mission
=wecution. Consist of various components which as one unity, that is strategy
olanning, performance planning, performance measurement, and performance
reporting.

This research aim to know how : (1). Organizational performance on
ocizl duty, labour and transmigration of Karo Sub-Province ; (2). How far Inpres

77 1999 influencingperformance on social duty, labour and transmigration of
«.zro Sub-Province. Method used at this research is as the research qualitative.
“fzthod qualitative is research methos used to check at natural condition object
where research function as key instrument.

Result of research according to amount of responder and level education
ndicate that major (61,54%) responder express that they know about the existence

“ imstruction of Presiden No. 7 1999, while less knowing equal to 23,08% and
=0 zresponder even who expressing not know. This matter means that in generally
sovernment officer which is related to Instruction of Presiden No. 7% 1999 about
“wunmiabilitas Institution Performance Governmental Institution order to make-up

suzlity of staff in enviroment of Governmental in social duty, labour and
sumsmugration of Karo Sub-Province is included in good category in the meaning
= mzke-up of job quality of staff in the office have walked effective or succeed
= expected, and make-up of performance also very good. Especial resistance
w=uch s still found in order to make-up of quality of job are : (1) Not yet owned
~m—ally size target strategic, clear and measured ; (2). Not yet owned formally
2= measure organizational efficacy in reaching target its strategic ; (3) Not yet
senly specify the target performance as commitment form of organizational to
wo=z! performance attainment ; (4) Not yet designed of system of data
sallecting performance. ‘

nis - organization performance, leadership, organization culture.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan  program  kegiatan  instansi pemerintah,  perlu suatu
svemizbilitas, sehingga transparansi kinerja pemerintah dapat terwujud, yang
Zeme mendukung pelaksanaan good governance. Akuntabilitas adalah kewajiban
@k menyampaikan  pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
memerzngkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif
weow orgamsasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
mememiz Keterangan atau  pertanggungjawaban.  Sedangkan kinerja instansi
semenntzh adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
wms pemerintah sebagai penjabaran dar visi, mist dan strategis instansi
semermmizh vang  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan

wessmsan kegitan-kegintn - sesuni dengan program  dan kebijakan  yang

“suntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
warw mstznst pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
sumenien pelzksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang

w ot Zosmzpkan melalul sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem

st as Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang
O gwessn instansi pemerintah dalam memenuhi  kewajiban  untuk
memseranzzungiawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misi
swmsass. Terdirt dan berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
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serencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah, maka diperlukan
seberapa langkah, diantaranya saja adalah penetapan perencanaan strategis,
serencanaan kinerja, serta pengukuran kinerja.

Sedang fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol
masyarakat terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan, sementara  fenomena

selisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsi, (erutama dalam
cogelolaan sumber-sumber ckonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua
servembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi
wrzn  pelaku-pelaku  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pemerintah, yang
woe'umnava memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus
memezami pergeseran peran dari posisi yang seba mengatur dan mendikte ke
mss sebagai fasilitator. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu
weere &lzkukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan
“u suz= proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Onsadan, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu
wme sdzx singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga

. swewse kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen

Swsase vang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur
“eowr ek swasta dan masyarakat madani untuk menumbuh kembangkan rasa
Letemsemaan dalam rangha mencapai tata pemerintahan yang baik.

2
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